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Singaraja, 05 Juni 2024

Kepada

Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Staf Ahli Bupati Buleleng

Para Asisten Setda Kab. Buleleng
Kepala OPD se - Kab. Buleleng
di -

Yth.

HOON=

Tempat

SURAT PENGANTAR
No. 800/4416/VI /2024

NO JENIS YANG DIKIRIM BANYAKNYA KETERANGAN
Surat Imbauan Netralitas ASN 1 (satu) Dikirim dengan hormat

1. | pada Pemilihan Serentak Tahun | Eksemplar |untuk dapat
2024, Nomor: 253/PM.06/K.BA- dipedomani.

03/06/2024 tertanggal 3 Juni
2024 dari Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten
Buleleng

Ditusdatanguni secarn elektronik oleh
Pl Kepaka Badan Kepegawainn
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Buleleng

Ni Made Rousmini, S.S0s., MLAP
Pembing Utama Muda ( 1Vic)
NIP. 196505261985032005

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng sebagai laporan;
2. Arsip

f ) | Balat - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
W | Elektronik diterbitkan oleh BsrE
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8.

10.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  Nomor
274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan
Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Nomor
127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian
Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022,
Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor:
1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum dan Pemilihan;

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Netralitas bagi Pegawai Aparatur
Sipil Negara yang Memiliki Pasangan (Suami/lstri) Berstatus Sebagai Calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon
Presiden/Wakil Presiden.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas, maka kami
mengimbau kepada seluruh pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Buleleng agar:

1.

Mempedomani asas netralitas, dimana pegawai ASN tidak berpihak dari
segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan
lain di luar kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana ketentuan pada
Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

Bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik,
sebagaimana ketentuan pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2023.

Melaksanakan nilai dasar ASN, kode etik, dan kode perilaku ASN, serta
menjaga netralitas, sebagaimana kewajiban pegawai ASN pada ketentuan
Pasal 24 ayat (1) huruf ¢ dan huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
Melaksanakan nilai-nilai dasar bagi pegawai negeri sipil dan kode etik
pegawai negeri sipil, sebagaimana ketentuan pada Pasal 6 dan Pasal 7
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004.
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